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Abstrak 
 

Pengabdian ini mengenai optimalisasi pelayanan publik melalui 

pemberdayaan karyawan di Madin As-Sakinah Lumajang menunjukkan 

bahwa kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui pemberdayaan yang 

melibatkan masukan dari karyawan dan penerapan prinsip efektivitas, 

efisiensi, inovasi, serta komitmen mutu. Penelitian ini menggunakan metode 

Daftar deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, 

observasi, dan studi dokumentasi. Metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan fenomena tanpa melakukan manipulasi variabel. 

Wawancara memungkinkan untuk mendapatkan wawasan langsung dari 

responden, observasi membantu dalam pengamatan langsung, dan studi 

dokumentasi memanfaatkan dokumen ↓ yang relevan. Indikator kualitas 

pelayanan publik mencakup fungsi, confirmance (kepuasan penerima 

layanan), reliability (keandalan), serviceability (sikap dan perilaku dalam 

melayani), dan assurance (pengetahuan dan kemampuan staf). Hambatan 

dalam pelayanan publik di Madin As-Sakinah termasuk motivasi karyawan 

yang mempengaruhi kinerja. Solusi yang diusulkan meliputi pembinaan rutin, 

pemberian insentif, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan motivasi dan 

kinerja karyawan. Pelayanan publik yang optimal dalam hal efisiensi dan 

efektivitas. memerlukan penerapan standar pelayanan yang baik, 

pemberdayaan karyawan, serta pengawasan dan evaluasi yang 

berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan tercapai kepuasan masyarakat 

sebagai penerima layanan. 

 

Kata Kunci: Optimalisasi, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Karyawan 
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PENDAHULUAN 

Pelayanan publik merujuk pada serangkaian 

kegiatan yang diselenggarakan oleh beragam 

entitas, termasuk pemerintah, perusahaan, lembaga 

independen yang dibentuk oleh undang-undang, 

dan badan hukum lainnya yang didirikan khusus 

untuk memberikan layanan kepada masyarakat. 

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan 

layanan yang telah diatur oleh peraturan hukum 

bagi seluruh warga negara dan penduduk. Baik itu 

dalam bentuk barang, jasa, atau layanan 

administratif, pelayanan tersebut dijalankan oleh 

sejumlah pihak di dalam organisasi penyelenggara, 

mulai dari pejabat hingga petugas. Tugas mereka 

adalah melaksanakan tindakan sesuai dengan 

standar dan prosedur yang telah ditetapkan untuk 

memberikan pelayanan yang efektif dan efisien 

kepada masyarakat. 

Dalam memberikan pelayanan publik, 

standar pelayanan menjadi panduan utama untuk 

memastikan layanan yang berkualitas, cepat, 

mudah diakses, dan dapat diukur oleh masyarakat. 

Regulasi terkait pelayanan publik diatur dalam 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik. Tujuan undang-undang ini adalah 

memberikan kepastian hukum dalam interaksi 

antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan. 

Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk 

menetapkan batasan yang jelas mengenai hak, 

tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan 

semua pihak terkait dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk 

menciptakan sistem penyelenggaraan pelayanan 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum 

pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang 

baik. Yang terpenting, regulasi ini dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan 

publik dilakukan sesuai dengan peraturan hukum 

yang berlaku dan memberikan perlindungan serta 

kepastian hukum kepada masyarakat. 

Pelayanan publik mencakup pengadaan 

barang dan jasa publik serta administrasi yang diatur 

secara jelas dalam hukum. Untuk memastikan 

bahwa pelayanan tersebut berjalan lancar, perlu 

adanya pembina dan penanggung jawab. 

Pembina ini bisa berupa pemimpin lembaga negara, 

kementerian, lembaga pemerintah non-

kementerian, komisi negara, gubernur, bupati, dan 

walikota. Tugas utama pembina adalah 

memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas oleh penanggung 

jawab. Penanggung jawab, yang biasanya adalah 

pemimpin di bawah pembina, bertugas 

mengkoordinasikan pelayanan publik sesuai standar 

yang ditetapkan di setiap unit kerja. Mereka juga 

bertanggung jawab untuk mengevaluasi pelayanan 

publik dan melaporkannya kepada pembina 

mengenai pelaksanaan pelayanan publik di semua 

unit kerja.Pelayanan publik mencakup tiga aspek 

utama: pelayanan barang, jasa, dan administratif, 

yang semuanya diatur oleh undang-undang. Dalam 

mengelola penyelenggaraan pelayanan publik, 

terdapat dua peran kunci: pembina dan 

penanggung jawab. Pembina adalah individu yang 

berasal dari berbagai tingkatan pemerintahan, 

seperti pimpinan lembaga negara, kementerian, 

lembaga pemerintah non-kementerian, komisi 

negara, gubernur, bupati, atau walikota. Tugas 

pembina mencakup berbagai aktivitas, seperti 

pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap 

penanggung jawab. Penanggung jawab, di sisi lain, 

ditunjuk oleh pembina dan bertanggung jawab atas 

koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di 

setiap unit kerja. Selain itu, penanggung jawab juga 

memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan pelayanan publik kepada 

pembina. Dengan adanya pembina dan 

penanggung jawab, diharapkan penyelenggaraan 

pelayanan publik dapat berjalan secara efisien dan 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Penyelenggaraan pelayanan publik 

mencakup berbagai aspek seperti implementasi 

layanan, manajemen pengaduan masyarakat, 

pengelolaan informasi, pengawasan internal, 

penyuluhan kepada masyarakat, dan layanan 

konsultasi. Penyelenggara bertanggung jawab atas 

kegagalan pelayanan yang melibatkan seluruh 

bagian organisasi terkait. Untuk meningkatkan 

efisiensi, seringkali digunakan sistem pelayanan 

terpadu, serta kerja sama antar penyelenggara. 

Dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat 
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meminta bantuan dari pihak lain yang memiliki 

kapasitas memadai, sesuai dengan regulasi yang 

berlaku. Bantuan harus disesuaikan dengan 

kewenangan dan fungsi organisasi serta peraturan 

yang berlaku. 

Dengan menerapkan standar pelayanan 

publik secara efektif, penyelenggara pelayanan 

diharapkan bisa memenuhi harapan dan kebutuhan 

Masyarakat (Arifin & Pramuja, 2024). Ini berarti 

mengutamakan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan 

komitmen terhadap mutu. Orientasi utama adalah 

memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan 

pelayanan yang sesuai atau melebihi harapan 

mereka. 

Perkembangan dalam ilmu pelayanan 

publik telah mengalami kemajuan yang pesat seiring 

berjalannya waktu. Namun, pemahaman karyawan 

di bidang pendidikan terhadap teori dan konsep 

yang berkembang masih rendah secara umum 

(Arifin et al., 2024). Karena itu, pembinaan dan 

peningkatan pengetahuan karyawan menjadi 

terhambat. Pemberdayaan karyawan menjadi solusi 

penting dalam pengembangan unit usaha 

pelayanan publik. Melalui pemberdayaan ini, kinerja 

yang baik dan kemampuan bersaing di dunia 

pelayanan yang kompetitif dapat dicapai. Studi ini 

akan mengungkapkan aspek-aspek yang terkait 

langsung dengan optimalisasi pelayanan publik 

melalui pemberdayaan karyawan. Dengan 

menggunakan objek penelitian di Madin As-sakinah, 

akan dibentuk sebuah model yang 

menggambarkan hubungan antar variabel yang 

mempengaruhi konsep pemberdayaan karyawan. 

Pemberdayaan karyawan, atau Employee 

Empowerment, merupakan proses di mana 

organisasi berusaha menuju cara yang lebih baik 

dalam memberikan pelayanan dengan melibatkan 

masukan dari karyawan yang didengarkan dan 

diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan rasa 

kepemilikan mereka terhadap pekerjaan, namun 

tetap dengan tanggung jawab dan wewenang 

yang tetap dipegang oleh pimpinan dalam 

pelayanan publik. 

 

 

METODE PELAKSANAAN 

Studi ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif, sesuai dengan pendekatan yang 

dijelaskan oleh Sugiyono (2017). Pendekatan ini 

berbasis pada filsafat postpositivisme dan dilakukan 

dalam konteks alamiah. Dalam model ini, peneliti 

berperan sebagai penyelidik yang menguraikan 

hasil penelitian dalam bentuk narasi atau gambaran. 

Data dikumpulkan melalui metode triangulasi, yaitu 

kombinasi wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi (Pramuja, Ishari, & Arifudin, 2024). 

Wawancara tidak terstruktur, mengizinkan peneliti 

untuk mengeksplorasi elemen-elemen terkait tanpa 

terpaku pada pedoman tertentu. Observasi 

dilakukan di Madin As-sakinah menggunakan model 

Participant Observation, sementara data lapangan 

dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Setelah 

data terkumpul, analisis dilakukan sesuai dengan 

pendekatan Miles dan Huberman, melalui tahap 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam menganalisis pelayanan publik, kita 

dapat menggunakan beberapa faktor yang telah 

diidentifikasi oleh Suyadi Prawirosentono yang 

memengaruhi kinerja. (2008:27) dapat mengukur 

kualitas pelayanan publik dengan indikator berikut: 

 

Function 

Function yaitu melakukan kinerja sebaik-

baiknya sesuai fungsi dan tanggung jawab , sesuai 

dengan fungsi efektif dan efisien jug bertanggung 

jawab dalam pelayanan publik yang ada. Function 

yang ada pada pemberdayaan karyawan di Madin 

As-sakinah Lumajang membantu 

mengoptimalisasikan pelayanan publik yang 

dilakukan oleh pimpinan dengan memberikan 

reward atas. Seorang tugas atau pekerja memiliki 

tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dan 

pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan dan 

kebutuhan masyarakat. Mereka diharapkan untuk 

menyelesaikan tugas mereka dengan tepat waktu 
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dan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, 

sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. 

 

Confirmance 

Confirmance yaitu kepuasan yang diterima 

oleh penerima pelayanan, sesuai dengan survey 

kepuasan penerima layanan dari karyawan dalam 

pelayanan publik yang ada mendapat predikat baik 

dan perlu adanya evaluasi untuk mencapai sangat 

baik. Confirmance yang ada di Madin As-sakinah 

Lumajang dilakukan setiap selesai pelayanan 

dengan mengisi buku tamu dan memberikan nilai 

kepuasan dalam menerima layanan ataupun yang 

lainnya di madin as sakinah. 

 

Reliability 

Reliability, trust masyarakat di dalam instansi 

pelayanan publik menjadi instansi yang diandalkan 

masyarakat(Pramuja, Ishari, Arifin, et al., 2024). yang 

ada di Madin As-sakinah Lumajang pelayanan yang 

dipakai menggunakan media online untuk 

memberikan informasi terkait layanan yang ada, 

Sehingga masyarakat tau akan kebutuhan dan 

mengandalkan Madin as-sakinah untuk menjadi 

fasilitas pendidikan agama non formal yang mampu 

mencetak generasi penerus ulama’. 

 

Serviceability 

Serviceability, sebuah penjaminan aspek 

pelayanan dari cara, sikap, perilaku juga 

penyampaian dalam melayani publik. yang ada di 

Madin As-sakinah Lumajang pelayanan dari 

karyawan yang paham dan diajarkan ahlak dengan 

tidak melupakan ta’lim di majlis yang disiapkan oleh 

pimpinan Madin sehingga dalam prakteknya sesuai 

dengan SOP yang dibuat oleh pimpinan Madin, 

menggunakan cara, sikap dan prilaku yang baik 

serta penyampaian yang menarik menggunakan 

media informasi yang ditempelkan di tembok sekitar 

kantor pelayanan. 

 

Assurance 

Assurance, merupakan indikator 

pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat 

yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh staf, bebas 

dari bahaya, risiko, atau keragu-raguan. yang ada di 

Madin As-sakinah Lumajang pelayanan dari 

karyawan yang paham dan diajarkan ahlak dengan 

tidak melupakan ta’lim di majlis yang disiapkan oleh 

pimpinan Madin sehingga dalam prakteknya sesuai 

dengan SOP yang dibuat oleh pimpinan Madin, 

menggunakan pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang 

dimiliki oleh staf, bebas dari bahaya, risiko, atau 

keragu-raguan dalam melayani publik. 

 

Hambatan dan Reformasi atas Kinerja Karyawan 

Madin As-Sakinah 

Beberapa hambatan dalam pelayanan 

publik di Madin As-Sakinah Lumajang terkait dengan 

rendahnya motivasi individu. Motivasi merupakan 

faktor kunci yang memengaruhi kinerja seseorang, 

dan dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti 

prestasi, pengakuan, gaji, dan kondisi kerja. 

Karyawan yang termotivasi tinggi cenderung 

memiliki kinerja yang lebih baik karena mereka lebih 

bersedia untuk melakukan yang terbaik dan 

meluangkan waktu ekstra dalam pekerjaan mereka. 

Sebaliknya, rendahnya motivasi dapat 

menyebabkan penurunan kinerja karena kurangnya 

usaha dan komitmen. Untuk meningkatkan motivasi 

dan kinerja sumber daya manusia, beberapa 

langkah dapat diambil, seperti memberikan 

pengakuan atas prestasi, memberikan insentif yang 

sesuai, menyediakan lingkungan kerja yang 

nyaman, dan memberikan kesempatan untuk 

pengembangan karier. 

1. Pemberian pembinaan secara rutin kepada 

staf karyawan bertujuan untuk membantu 

mereka melaksanakan tugas dengan baik 

dan mencapai target yang telah 

ditetapkan.  

2. memberikan insentif atau bonus kepada 

karyawan yang berhasil mencapai target 

akan mendorong mereka untuk bekerja 

lebih keras dan meningkatkan kualitas diri. 

Dengan demikian, diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas, kuantitas, efisiensi 

waktu kerja, presensi, dan motivasi 

karyawan secara keseluruhan. 

3. Evaluasi buku tamu secara rutin setu bulan 

sekali, untuk meminimalisir kekurangan 

dalam pelayan, wajib ada pengontrolan 

dari pimpinan untuk mendapatkan capain 

https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.1841


Vol. 2, No. 1b, Juli 2024. Hal: 257-263       e-ISSN: 3025 – 8030 ; p-ISSN: 3025-6267 

DOI: https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.1841  

  
 

 
------------------------------ 

Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pemberdayaan Karyawan di Madin Assakinah Ditotrunan Lumajang 

(Firdausi, et al.) 

 Hal  261 

predikat sangat baik terhadap kepuasan 

tamu ang dilayani. 

  

 

Gambar 1. Wawancara, Narasumber Karyawan As-

sakinah M.syahril Eka Setiawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan kegiatan Penelitian 

 

 
KESIMPULAN 

Pelayanan publik adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dengan mematuhi hukum 

yang berlaku. Ini mencakup penyediaan barang, 

jasa, dan layanan administratif oleh berbagai 

institusi, seperti badan pemerintah, lembaga swasta, 

dan badan hukum lainnya. Dalam melaksanakan 

pelayanan publik, penting untuk mematuhi standar 

tertentu yang berfungsi sebagai pedoman untuk 

menilai kualitas layanan. Standar ini mencakup hak, 

tanggung jawab, dan kewenangan semua pihak 

yang terlibat, serta bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum. 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik merupakan kerangka hukum yang 

mengatur cara penyelenggaraan pelayanan publik. 

Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, 

akuntabilitas, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip 

demokrasi. Dengan demikian, pelayanan publik 

diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat dan memperkuat hubungan antara 

pemerintah dan warganya. Ini berarti bahwa 

pelayanan publik harus dilaksanakan dengan efisien, 

efektif, dan adil, sehingga dapat memberikan 

manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan 

mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan bahwa 

pelayanan publik dapat menjadi sarana yang kuat 

untuk pembangunan yang berkelanjutan dan 

inklusif.Ruang lingkup pelayanan publik mencakup 

barang dan jasa publik serta layanan administratif. 

Untuk menjamin kelancaran, dibutuhkan pembina 

dan penanggung jawab di setiap tingkatan 

pemerintahan. Pembina bertugas melakukan 

pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, sementara 

penanggung jawab mengkoordinasikan 

pelaksanaan layanan publik sesuai 

standar.Pelayanan publik meliputi pelaksanaan 

layanan, pengelolaan pengaduan, pengelolaan 

informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada 

masyarakat, serta pelayanan konsultasi. Dalam 

keadaan darurat, penyelenggara layanan publik 

dapat meminta bantuan dari penyelenggara lain 

yang memiliki sumber daya yang memadai. 

Penelitian mengenai optimalisasi pelayanan 

publik melalui pemberdayaan karyawan di Madin 

As-Sakinah Lumajang menunjukkan bahwa kinerja 

karyawan dapat ditingkatkan melalui 

pemberdayaan yang melibatkan masukan dari 

karyawan dan penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, 

inovasi, dan komitmen mutu. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara, 
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observasi, dan studi dokumentasi.Indikator kualitas 

pelayanan publik mencakup fungsi, confirmance 

(kepuasan penerima layanan), reliability 

(keandalan), serviceability (sikap dan perilaku dalam 

melayani), dan assurance (pengetahuan dan 

kemampuan staf). Hambatan dalam pelayanan 

publik di Madin As-Sakinah termasuk motivasi 

karyawan yang mempengaruhi kinerja. Solusi yang 

diusulkan meliputi pembinaan rutin, pemberian 

insentif, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan 

motivasi dan kinerja karyawan. 

Kesimpulannya, pelayanan publik yang 

efektif dan efisien memerlukan penerapan standar 

pelayanan yang baik, pemberdayaan karyawan, 

serta pengawasan dan evaluasi yang Continue. 

Dengan demikian, diharapkan tercapai kepuasan 

masyarakat sebagai penerima layanan. 
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